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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TUNGGUL YUNIANTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA
3. NHK : 186750
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
127.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3. MOBIL, NISSAN XTRAIL T32 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

160.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. e
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.010.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000
Sub Total Rp. 1.489.260.000
. HUTANG Rp. 330.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.159.260.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENDRA LEO PURBA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK . 706237
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, KIA RIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.484.750.524

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 966.205.669

F. HARTA LAINNYA Rp. 63.856.096

Sub Total Rp. 4.564.812.289

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.564.812.289
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RADEN NUH WARDHANU
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA |
3. NHK : 973402
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.887.656

F. HARTA LAINNYA Rp. =5t

Sub Total Rp. 2.822.887.656

. HUTANG Rp. 801.333.835

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.021.553.821
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUTARMIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BIMBINGAN LELANG II
3. NHK : 793226
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.833.131.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 787.262.500

2. Tanah Seluas 2.491 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 438.416.000

3.  Bangunan Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 229.125.000

4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000

5.  Tanah Seluas 1.328 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 333.328.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.850.000

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA LIPAT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000

2. MOBIL, SUZUKI JEEP ESCUDO Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
76.500.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

4. MOBIL, TOYOTA STW KIJANG SUPER Tahun 1990, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
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5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

6. LAINNYA, UNITED SEPEDA MTB Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 1.100.000

7. LAINNYA, BMX SEPEDA MTB Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
600.000

8. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA MTB Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 1.450.000

9. LAINNYA, EXOTIC SEPEDA MTB Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000

10. LAINNYA, AVIATOR MTB Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

1.950.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 218.170.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.922.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 45.100.000
Sub Total Rp. 2.254.173.500
. HUTANG Rp. 91.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.162.373.500
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARI SUTARMIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK . 768079
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/138 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 442 m2/500 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

3. Bangunan Seluas 44 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

2. MOBIL, HONDA CRV GEN-1 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

4.880.000.000

274.000.000

7.250.000
50.000.000
120.000.000

5.331.250.000
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.331.250.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMMAD BUKHARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 793101
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.921.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 801.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

395.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===
D. SURAT BERHARGA Rp. 813.000.880
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 43.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 3.172.500.880
. HUTANG Rp. 892.918.934
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.279.581.946
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BADRUD DUJA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK . 765544
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.965.150.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/110 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.015.000.000

2. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp.
332.800.000

3. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL
SENDIRI Rp. 37.350.000

4. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL
SENDIRI Rp. 580.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.200.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
76.000.000

2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.400.000

3. MOTOR, HONDA F1CO2N46LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 19.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak,
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 209.453.099
F. HARTA LAINNYA Rp. "

Sub Total Rp. 2.277.803.099
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.277.803.099
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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